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Berdasarkan penelitian yang mengenai penggunaan pesawat tanpa awak 
dalam konflik bersenjata menurut prinsip kepentingan militer dan prinsip 
pembatasan hukum humaniter internasional diperoleh kesimpulan bahwa  
berdasarkan prinsip kepentingan militer, penggunaan pesawat tanpa awak sah 
asal tidak melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, 
misalnya tidak boleh menyerang obyek sipil sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 : 
“Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap 
penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat 
harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil 
dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya 
terhadap sasaran militer saja.” 
 
Penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat yang menyerang 
Pakistan dapat dikatakan melanggar Hukum Humaniter Internasional, karena 
mengakibatkan banyaknya korban sipil. Mengingat dalam ketentuan pasal 2 
ayat (4) Statuta PBB : 
“All members of the United Nations shall refrain in their 
international relations from the threat or use of force against the 
territorial integrity or political independence of any state, or in any other 
manner inconsistent with the purpose of the United Nations.” 
 
 Dapat dilihat berdasarkan pasal tersebut, ada larangan secara tegas untuk tidak 
menggunakan atau bahkan ancaman penggunaan kekerasan yang mana 
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melanggar integritas teritorial atau kebebasan politik dari suatu negara, atau 
cara-cara lain yang bertentangan dengan tujuan PBB.
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Sepanjang pesawat tanpa awak digunakan untuk kepentingan militer 
sejauh ini efisien apabila digunakan secara tepat. Berdasarkan prinsip 
pembatasan, apabila pesawat tersebut dipasangi senjata, maka senjata yang 
dipasang tidak diperkenankan menimbulkan akibat yang masif. Dari 
perspektif hukum humaniter internasional, setiap senjata yang memungkinkan 
untuk melancarkan serangan yang lebih tepat, dan membantu terhindarnya 
atau meminimalisir korban sipil insidentil, cedera terhadap warga sipil, 
ataupun kerusakan objek sipil, harus dijadikan pilihan dibandingkan senjata 
yang tidak dapat melakukannya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan, maka diperlukan 
adanya suatu pengaturan terkait penggunaan pesawat tanpa awak yang 
memadai mengenai hal ini. Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 hanya memuat 
hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan 
metode berperang. Oleh karena itu, negara-negara harus menyepakati suatu 
aturan mengenai penggunaan pesawat tanpa awak terutama yang berkaitan 
dengan penggunaannya sebagai senjata dalam konflik bersenjata. Terkait 
penggunaannya, senjata yang dipasang pada pesawat tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan hukum humaniter internasional  misalnya menggunakan 
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senjata, proyektil, bahan dan metode peperangan yang pada dasarnya akan 
menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. 
Pesawat tanpa awak beroperasi karena adanya peran dari manusia, yakni 
operator. Selain operator, juga ada pemberi informasi. Perlu adanya regulasi 
mengenai syarat-syarat bagi operator yang menerbangkan pesawat tanpa awak 
tersebut dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pemberi informasi di 
lapangan. Pemberi informasi bertanggung jawab untuk memberikan informasi 
yang akurat kepada operator. Meskipun pesawat tanpa awak dikendalikan dari 
jarak jauh mereka secara umum berada dibawah rantai komando, maka 
menurut hukum humaniter internasional, operator pesawat tanpa awak, dan 
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